PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i
SURABAYA

SALINAN
Yoo 1/B ; 22=7=1985
PERATURAN DABRAE KOTAMADYA DAFRAH TINCGKAT IT SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DARRAH XOTAMADYA BAERAH
TINGKAT IT SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PB-
NGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN
N

DENGAN RAIMAT TUHAN YARG MiHL ISA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG t Bahwa dalam rangks meningkatkan pengadaan dan pengembangan pange
rangsn jalan-jalan umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II =
Surabaya seria meningkatkan pendapatan 4sli Daerah, ketentuan ta
rip retribusi penerangan untuk jalan~jalan umum ditetapkan dalam
Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabays Nomor 5 ta
hin 1975 juncto Nomor 3 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi depgan
keadaan sekarang, sshinggs dipandang perlu diadakan perubahan de=
ngan menetapkan ketentuanketentuan perubahannys dalam suatu Por-
aturan Daerah.

MENGINCAT s 1o Undang-undang Nomor 5 tabun 1974 -tentang Polcok-pokok Pemerdin-
tahan di Daerah j

2e Undangeundang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembenfukan Daerah
Kote Besar dalam lingkungan Propinsi Jawe Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-un =
dang Nomor 2 $ahun 1965 ;

3« Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerak juncto Undang-undang Nomor | tahun 1961

4s Kepuiusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kevangan dan
Menteri Fertambangan dan Energi Nomor 287 tahun 1982, Nomor
667 /KMK.07 /1982 dan Nomor 1144/KPTS /M /Pertanben/ 1982 entang
Tata Cara Pembeayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggaan Re
kening Pemakaian Tenagse Li=ztrik PLN oleh Pemerintah Tmerab «
Tingkat I, Tingkat IT dan Perusahaan Dasrah diseluruh Indonesis;

5« Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 fanggal 2 April
1980 tentang Manual Adminimtrasi Keuangan Daewah

6. Koputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Ben
tuk Peraturan Daerah Perubahan ;
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T+ Poraturan Dasrah Kotamadya Dacrah Tingkat 1T Surabays Nomor 5
tahun 1975 tentang Peangadaan dan Retribusi Penerangan untuk
jalan=jelan umum, juncto Perathran Dacrah Kotamadya Decrah =
Tingkat IT Surabzya Nomor 3 ‘tahun 1984,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadys Deersh Pingkat II Sura~-

ba"f&’

MENTTAPKAN

HEHUTUSEAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABLYL TENTANG
PERUBLILLN KEDUA PERATURAN DABRAK KOTAMADYA DABR
RAH TINGKAT II SURABAYZA NOMOR 5 TAHUN 1975 TEN
TANG PINGADAAN DAN RETRIBUSI PENFRANCGAN UNTUK
JILNJALAN UMUH.

Pagal 4

Peraturan Daerah Kotamodys Daerah Tingkat II Suraboys Nomor 5 -
tahun 1975 terntang Pongadsan dan Retribusi Pensrangan untuk ja=
lan-jalan Umum, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan (=
bernur Kepala Deerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.11/185/77 =
tanggel 1 Agustus 1977 dun diundangkan dalam Lembarsn Daerah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5/B tanggal 29 Agustus
1977 yang telah diuboh pertoms kali dengan Peraturan Daerah Ko
tamadya Daerah Tingknt II Surabaya Nomor 3 tabun 1984 4an telah
disyahkan dengan Surst Keputusan Gubermur Kepsla Daerah Tingkat
1 Jawa Timur Nomor 168/F tahun 1984 tanggal 19 April 1984, dan
diundangkan dalam Lombaran Dasrah Kotamadyz Deorah Tingkat IT =
Surabaya Nomor 2/B tahun 1984 Seri B, diubah lagi ssbagai bor =
ikut

Ae Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus didaca mebzgai berikut 3

(2) Retribusi dimaksud pads ayat (1) pasal ini dikenskan ke=
pada pemakai rumah yang telah berlangganan tenaga listrik
dard Perusshnan Umum Listrik Negara.

Ba Pasal 3 ayat (3) dihapus.
Ce Pasal 4 divbah dan harus dibaca sebagal berikut ¢

Jumlagh Retribusi dimeksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini
ditetapkan berdasarkan tingkat jumlah pemalknisn ligtrik (KWH)
olah pelanggan.

De Pasal 5 diubah don harus dibaca sebagai berikut

Jumlah Retribusi dimaksud dalam pasal 4 Feraturan Daerah ini
ditetapkan untuk tisp bulan, dengan ketentu~n sebagai berikuts

te Untuk pemnkeizn rumch guna kepentingan rumah tanggn yang -
nmempunyai penemﬂgpzx listrik sampai dengon 200 VA, scbesar
Rpe 2,00/per Vi }
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2« Untuk pemakaian rumcoh guna kepentingan rumah tanggn yang mem—
punyal pener-ngan listrik

as Lebih dari 200 Vi sampai dengan 500 VA, sebeszr Rp.2,50 per
KiH 3

ba Lebih dari 500 Vi sampai dengan 2200 VA, sobesar Rp. 3,00 -
per KWH ;

ce Lebih dnri 2200 VA sampoi dengan 6600 VA, sebescr Rpe 4,00
por KWH ;

de Lebih dari 6600, scbesar Rp. 5,00 per KWH

3¢ Untuk pemakaian rum~h atou bangunan untuk tempat usaha yang me-
makai penerangan listrik :

ge Lebih darl 250 VA sampei dengan 2200 VA, sebesar Rps 2,00 =
per KWH ;

be Lebih dari 2200 Vi sazmpai demgan 6600 VA, sebesar Rpe 3,00
per KWH ;

Ce Lebih dari 200 KV., sebesar Rpe 4,00 per KWH ;

4e Untuk pemakaian rum-h atan bangunan untuk fempat industri yong
mamakai penersngen listrik

3. Sompai dengan 99 KV, sebesapr Rp. 3,00 per KWH 3

be Lebih dari 99 KV. scmpai dengan 200 KVA, sebesar Rps 2,00
per KWH ;

Ce Lebih dari 200 KVA sompai dengan 5000 KVA sebesar Rp. 2,00
per KWH 3

de Lebih dari 5000 XKVA, scbesar Rp. 1,00 per KWH,
B. Pasal 7 diubah dan horus dibaca sebagat beprikut

(1) Pelaksanaan pemunguton retribusi dimaksud dalam pasal 4 Perw
aturan Daerah ini dilakukan bersamaan dengen penerikan beaya
langganan teonaga lisdrik parn pelanggan getisp bulamys yang
sekaligus tertulis dalom rekening langgensn listrik tersebut ;

(2) Semua penerimaan duri hasil retribusi ponerangan jalan umum Af-
meksud pasal 4 Peraturan Daerah ini merupokan FPendapatan Asli Da

orah dan harus dlocantumkan dalam Anggaron Pendapatan dan Belanja
Dasrsh 3

(3) Hasil pendapatan Doorsh dari retribusi pencrangan jalan amum
dimaksud pada ayet (2) pasal ini dipergunaksn untuk pembayaran
rekening listrik penerzngan jalan-jalan umum dan apabila terds
pat sisa dari sumber pendapatan tersebut dipergunakan pulas un-
tuk biaya perbaiken, pemcliharasn dan pengembangan penerangan
Jalanjolan umum 3
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(4) Tehnie pelaksanaan pemungutan serts prosedur penyetoran hasil
penerimaan retribusi penerangon jalan umum ditetapkzn dengen
Keputusan Kepala Dacrah.

Fasal I1

Feraturan Taerah ini mulai berlaoku padn tanggal diundangkon,

Surabaya, 30 April 4985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYL KEFAL:S DAFRAH
KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II SURABAYA TIRGKAT IT SURIBALYL
Ketun,
thd ttd
STINY SOEB/XIR dr, POERNOMO KASTII

Disabkan dengan Koputusan Gubernur Xepsla Iecrab Tingkat I Jowe Ti-
mur tanggel 21 Juni 1985 Nomor 225/F tahun 1985.

A,n. GUBZRNUR KEPALA DARRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sckretaris Wilaysh/Deersh

ttd

NIF. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotomadya Daevah Tingkat IT Sura-
beya tahun 1985 Seri B pada tanggal 22 Juli 1985 Nomor 1/B.

Aen, WALIKOTAMADYA KEPALA DANRAH
TINGKAT II SURABLYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

t5d
Salinan scsual dengan aslinya Dre. SUBAGYO KARTOSUDIRO
Sekretaris Xotamadya Dacrah NIF. 010015779

Tingkat II Surabaya
u.bﬁ

y Organisasi & Tatalaksam

JH¢ RAOYANT NOFRBAMBANG, SH
FIF. 510026708
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEPAH KOTAMADYA DAERAY TINGKAT II SURABATA
NOMOR €& TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUST PENERANGAN UNTUK -
JALAN -~ JALAN UMUM

PENJELASAN UNUM :

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pads umumnys dan
perkembangan kotaz Sursbaya sebagai kota terbesar kedus setelah Daerah Fhupus
Ibu Kota Jgkarts, perlu peningkatan fasilitas penerangan untuk jalanejalan =
umum disamping pengembangan kwglitas dan kwantites jolan~jalan itu sendiri,

Untuk terwujudnya maksud tersebut diatas serta dalam rangka medingkat
kan pendapatan asli daersh di sektor penerangan jalan—jalan umum sebagsimaha
telah ditetapksn dzlam Peraturan Daerash Kotam:dyz Paerzh Tingkst II Surabaya
Nomor 5 tahun 1975, juncto Peraturan Daerah Kotamadys Daerah Tingkat 1I Sura
baya Homor 3 tahun 1984, perlu disempurnakan dengan meningkgtkan ketentuan -
tentang tarip retribusgi serta sistimnya sebagai sustu realisasl keikut serta

an warga kota dalam menunjang pembangunan,

Dengan ditetzpkannya Peraturan Daerah ini skan lebih memudahkan pelak
sanaan sistim pemungutan retribusinya serta menjamin pelaksanaan pengembang-
an penyedisan/perawstan fasilitas penerangan jalan—jalan umum dimaksud,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampal dengan Pasal II : Cukup jelas.




